PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH

DALAM MELAKUEKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

DI KOTA PADANG

Meh :

RIRI AGISTASARI

02 940 149

e
e T
et AR
:"-, o et £ i ,_a,"'r'ﬂ}\}\“x
-* - r _' I} -
e e iy _._;l?,rﬂl::k_
I|| ':.\'."—-\::-:'\. b ;' g e L S
el A n
| 5 =Pl ','I- =]
DU =y B — 1
[ Rl T ar
s o
| 25 —ois
i
1l {:p.:‘- S e | .
W o S
e s
e g e T o
el P
-"‘-\_\_\___ : -:'_

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIYERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

Nu. Reg : 537/ PK 11/ 111} 2007



PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAFRAH DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Majelis Pengawas Daerah adalab salah satu badan vang betupas melakukan
pencawasan echadap kinerja Nolaris, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notarnis
dapat berfanpgung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan schingga tidak lerjadi
kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bag kliennya sendiri ataupun dupi
merusak nama baik dari Notans yang bersangkefan, Sedangkan mengenal peraturan
pelaksana dari pengawasan terhadap Notaris tersebut telah diater secars lengkap di dalam
peraturan perundang-undangan yang telah berlzku

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalgh mengenas bagaimana
tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Dacrah, bagaimans beniuk pengawasan yang
dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah  terhadap Nolaris dalam menjalankan
profesinva, dan sanksi apa yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran
menurnit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Nolars.

Metode penelitian yang penvlis gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat
vuridis sosiologis vailu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat
peraturan perundeng-undangan vang ada dan kemudian dihubungkan dengan prakick
dilapangan, Dalam penulisan skripsi ini, sumber dala penulis didapat dari hasil penelitian
kepustakaan (fihrary research) dan hasil penelitian di lapangan {field reseacrfy). Dalam
pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah dengan studi dokumen,
ohservast, dan wawancara, Scdangkan mengenai pengolahan data-data vang ada penulis
lukukan melalui proses editing dan coding. Kemudian datz vang diperoleh terschul
diznalisis dengan menggunakan analisis kuahitatif,

Berdasarkan hasil penelitian vang telah penulis lakukan, bentuk pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh Mejelis Pengawas Dacrah adalah dengian membeniuk
Tim Pemeriksa, yang kemudian Tim Pemeriksa terscbut diberikan sural tugas untuk
memeriksa Notaris yang bersangkutan sesual dengan apa yang lercantum dalam formulir
P -F:»-thaan Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Majelis Pen n:ma:;

jzerah dan dilaporkan kembali kepada Majelis Pengawas Wilayah dengin lembusa
cepada Majelis Pengawas Pusat dan Ikatan Notaris Indonesia di Daerah. SLIJ:m"k.m
—enzenat tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawss Dacrah dilakukan sesuan dengan
== vang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 fentang Jabatan
:ri= dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor
72 PR.O8.10 Tshen 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
S=zzoia, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
‘orzn= serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik [ndeonesia Nomor ; M.35-
=W 0710 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris,
seozngkan mengenal pemberian sanksi lerhadap Notars yang lesbuktn melakukan
saran, sepenuhnva disershkan kepada Majelis Pengewas Wilaveh dengan tetap
Berpedoman .l.-_.*._.ia peraturan vang berlaku,

.ll.l



BABI
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat dihormati, disegant, dan dipandang
schagal pembuat dokumen vang Kuat secars hukum. Pandangan tersebui terjadi
mengingat segala sesuate vang ditulis dan ditetapkannyva dianggap benar. Bahkan
keterangannva dapar diandalkan, dapat dipercayai, tandsiangan scria sepelnya (capnya)
dapat memberikan jaminan dan bukti yang kusl, la dipandang sebagal seorang ahli yang
tidak memihak dan penaschat vang tidak ada cacainya, vang tutup mulot, dan dapat
membuat suatu perjaniian vang dapat melindunginva diheri mendatang | Namun
demikian pada dasarnya MNotans dalam menjalankan pekenaannya juga berada dalam
pengawasan

Pengawasan yang dilakukan terhadap Motaris dilakukan aleh Mabkamah Apung
dan Menteri Kehakiman, vang didasarkan pada ketentuan Pasal 36 Undang-Lindang
MNomor 14 tzhun 1985 tentang Mahkamab Apung jo Pasal 54 avar (F) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan Pasal 36 Undang-
Undang Mahkamah Apung terschut dinvatakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Motans pada umumnya adalab tanggungizwab Menterr Kehakiman, khususnva menpenai
Tigas-lugas Notans yvang menvangkut peradilan, Notaris berada dibawah pengawasan
Mahkamah Agung dengan elap menghormat dan tidak mengurang kemandirian Notaris

dalam menjafankan wgas jabatannyva.

Tan Thone Kie, Sidy Morarior Beberaper Mot Pelaforan doar Serha Serhi Prebtek Netarigi Buks | FT
st Barme Van Hoeve, Jakade - 2000 Hal 1632



Ketentuan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Apunp terschul
mempunval artl bahwa pengawasan administratif, vakni mengenzi penpadaan dan
pembingan Notaris adalah tangpung jawab Mentent Kehakiman, sedonpkan pengawasan
yang bersifat fungsional. yakni Motaris berada dibawah pengavwasan Mahkamah Agung.

Wewenang pengawasan kedua petingzi hukoem tersebut didelepasikan kepads
Ketua Penpadilan Negen untuk dacrah masing-masing dengan kewajiban Kewa
Pengadilan Negeri untuk melaporkan hasil penpgawasannyva kepada Ketua Pengadilan
Tingm. Ketua Mahkamah Aguny dan Menten Kehakiman sebagaimana vang ditertukan
dalam Pasal 54 ayvat (1) Undang-Undanp Peradilan Umum, menjelaskan

“Ketua Pengadilan Megeni melakukan Pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum
dan MNotans di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannva kepada Ketus
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Apung, dan Menteri Kehakiman™,
Mengenad tata cara pengawasan dan penindakan serls pembelaan dirl Notans, akan diator
lebih lanjut oleh Ketwa Mahkamah Apung dan Menten Kehakiman berdasarkan
Ketentvan Undang-Undang, schagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 avat [4)
Undang-Undang Mo, 2 Tabun [986 tentang Peradilan Umum tersebut akan tetapi
Undang-Undang tentang tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan din
Notariz yang dimaksud belum dibentuk
Pasal 54 ayat {4) menyebulkan bahwa
“Tata cara pengawasan dan penindakan sena pembelaan din dimaksadkan avar (1),
{2}, dan ayat {3), diatur lebah lanput oleh Mahkamah Agung dan Menien Kehakiman
berdasarkan Undang-Undang”
Sementara itu sepala kegiatan yang berkanan dengan Kenotariatan diatur dalam

feraturan Jabatan Notans (PIN} Ched, Stb, 1860 Mo, 3 vang berlaku sejak tanggal 1 July

(360 dimana Pasal 50 sampai dengan Paszal 60 Peraturan Jabatan Notaris mengatur



lentang Pengawasan Notaris, zkan teiapl tidak mengatur teniang bapgaimana tat caa
melakukan pengawasan terhadap MNotaris

Pentingnva pekenasn Notans ini diawasi karena kewenangan vang dimiliki
Motars 1ty amat loas sehagaimana vang disebutkan dalam pasal | Peraluren Jobatan
MNotans bahwa ;

“Motaris adalah selaku Pepabat Umum vang sam-satunya berwenang untuk membua
akia otentik menpenar semua perbuatan, perjaniian dan penerapan yang diharuskan
oleh suatu peraturan umum atan oleh vang berkepentingan dikehendaki untuk
dinvatakan dalam suatu akta olentik, kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse (szlinan sahith), salinan (lurunan) dan kutipannya, semuanya
sepanjang pembuatan akia i oleb suaty peraturan umum tidak juga ditegaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain™.

Namun dengan dikelvarkannva Undang-Undang WNo. 30 Tahun 2004 Temang
Jebatan Motans maka diatorlzh stapa dan bagaimana tata cara pengawasan Notans, Yang
berhak melakukan pengawasan terhadap Notars menumt Undang-Undang Mo, 30 Tahun
2004 tentang Jabatan MNotaris adalah sebagaimana vanpg terdapat dalam terdapat dalam
pasal 67 ayat {3}, Majelis Pengawas Notaris ini terdin atas 9 orang vakni

11 Unsur Pemernntahan schanvak 3 orang.
23 Unsur Organisasi Nolaris scbanyak 3 orang.
33 Unsur Akademisi/ Ahli sebanvak 3 orang

Para pihak vang telah ditumjuk tersebut telab mempunyval keahlian khusuos
dibidang mereka masing-masing. Apakah pengawasan vang dilakukan olch Majelis
Penpawas Notans i lelah bergalan sesual dengen apa vang diatur dzalam Undang-
_ndang vang berlaku. Namun dalam pegalanannva keberadaan Majeliz Pensawas dalam

conie Kenotariatan dalam melakukan pengawasan juga menimbalkan pro dan kontra.

/
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penclitian vang telah penulis lakukan mengenai Peranan

Majelis Pengawas Pengawas Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notars Di Kota

Padang, maka dapat ditank kesimpulan babwa

1.

]

Mengenal tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Dacrah,

Majelis Pengawas Dacrah dalam melakokan pemeriksaan dan pengawasan
erhadap Notans akan membentuk sebuab Tim Pemeriksa vang terdin atas 3
orang dan masing-masing unsur. Tim  Pemeriksa tersebut  bertugas dan
berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemerniksaan terhadap Protokol
Motaris seria hal- hal lainnva vang dianggap perfu oleh Tim Pemeriksa. Hasil
dari pemeriksaan serta pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris tersebut
nantinya akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan disampaikan
kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat denpan tembusan kepada Notans
vang bersangkulan, Pengurus Daerah lkatan Notarns Indonesia, dan Majelis
Pengawas Pusal.

Tata Cara pelaksanaan pengawasan vang dilakukan oleh Majelis Pengawas
Daerah terhadap Notars dalam menjalankan tugas jabatannyz adalah ¢
Pengawasan dilakukan oleh Magjelis Pengawas Daerah dengan membentuk

sebush Tim Pemeriksa yang ditunjuk langsung oleh Majelis Pengawas Daerah,
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